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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

salinan                                        PUTUSAN
Nomor  953/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

الرحيم    الرحمن الله بسم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Tenggarong  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis

telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

xxx, umur 23 tahun/Bangun Rejo, 10 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan

ibu  rumah  tangga,  pendidikan  SMA,  bertempat  tinggal  di

Jalan Taman Arum, RT 009, Desa Sumber Sari,  Kecamatan

Loa  Kulu,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  disebut sebagai

Penggugat;

melawan

xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA,

bertempat tinggal dahulu di Jalan Margatama Mulawarman,

RT  20,  Kelurahan  Bukit  Biru,   Kecamatan  Tenggarong,

Kabupaten Kutai  Kartanegara,  namun sekarang berada di

Lapas  kelas  II  A,  Kelurahan  Balikpapan  Selatan,  Kota

Balikpapan, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah   mendengar   keterangan   Penggugat  dan  para   saksi   di  muka

persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal  28

Agustus 2018  telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tenggarong  dengan  Nomor

953/Pdt.G/2018/PA.Tgr., dengan dalil-dalil sebagai berikut  :

1. Bahwa  penggugat  dengan  tergugat  adalah  suami  isteri  yang  sah,

menikah pada tanggal  04 Januari  2013, terdaftar pada Kantor Urusan
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Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan

Kutipan Akta Nikah 021/21/I/2013 tanggal 04 Januari 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina

rumah tangga dan berkumpul  sebagaimana layaknya  suami  isteri  dan

bertempat  tinggal  rumah  orangtua  Tergugat  di  Kelurahan  Bukit  Biru,

Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

seorang anak bernama xxx, lahir di Tenggarong, 03 Juli 2013, dan anak

saat ini ikut bersama dengan orangtua Tergtugat;

4. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  semula

berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat

dengan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

mengakibatkan  hubungan  Penggugat  dengan  Tergugat  pada  akhirnya

menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa  penyebab  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  dikarenakan

Tergugat memiliki sikap tempramental yang tinggi, sehingga jika terjadi

pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  Tergugat  tidak  segan

melakukan tindak kekerasan seperti  memukul  jasmani  Penggugat  dan

Tergugat  jarang  pulang,  selain  itu  Tergugat  juga  telah  menikah  lagi

dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari teman kerja

Tergugat namun Tergugat tidak mengakui;

6. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dengan

Tergugat terjadi  pada bulan Juli  tahun 2017 akibatnya Penggugat dan

Tergugat  pisah  tempat  kediaman karena Tergugat  telah  di  tahan  oleh

pihak berwajib dengan kasus Narkoba dan sejak itu pula tidak pernah lagi

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih

tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak

berubah;

8. Bahwa  atas  sikap  dan  perbuatan  Tergugat  tersebut,  Penggugat

menyatakan  tidak  sanggup  mempertahankan  rumah  tangga  bersama

Tergugat,  oleh  karena  itu   Penggugat  mengajukan  masalah  ini  ke

Pengadilan Agama Tenggarong;
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Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  kepada

Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat

(xxx);

- Membebankan biaya perkara ini  kepada Penggugat sesuai aturan yang

berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  ditentukan

Penggugat  datang  dan  menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan

Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku

kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil

dengan  resmi  dan  patut  sebagaimana  relaas  nomor

953/Pdt.G/2018/PA.Tgr.  tanggal   31  Agustus 2018  yang  dibacakan  di

persidangan,  sedang  ketidak  hadirannya  itu  tidak  disebabkan  karena

adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha

perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak

dapat  mewajibkan para  pihak untuk  menempuh mediasi  karena Tergugat

tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  namun Majelis  Hakim telah  berusaha

mendamaikan  Penggugat  agar  ia  dapat  kembali  rukun  membina  rumah

tangganya  bersama Tergugat,  namun tidak  berhasil,  kemudian dibacakan

gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil  gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :

021/21/I/2013,  tanggal  04  Januari  2013,  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor

Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
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Menimbang,  bahwa  selain  bukti  tertulis  tersebut,  Penggugat  juga

menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. xxx, umur 51 tahun/Blitar, 30 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan

SLTP,  pekerjaan  mengurus  rumah  tangga,  status  kawin,  bertempat

tinggal di RT  09, Desa  Teratak, Kecamatan  Muara Kaman, Kabupaten

Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  dan  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;
- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  adalah  karena

Tergugat memiliki sifat temperamental, sering marah-marah walaupun

hanya masalah sepele dan Tergugat juga sering keluar malam;
- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sekarang  sudah  berpisah  tempat

tinggal  sejak  bulan  Juli  2017,  karena ditangkap polisi  karena kasu

narkoba;
- Bahwa  yang  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  adalah

Tergugat;
- Bahwa  saksi  pernah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. xxx,  umur  56 tahun/Blitar, 01 Oktober 1962, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan  mengurus  rumah  tangga, status  kawin,  bertempat

tinggal  di  Jalan  Pesut,  RT  15,  No,  2,  Kelurahan  Timbau,  Kecamatan

Tenggarong,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,   di  bawah  sumpah

menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah tante Penggugat;
- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  dan  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;
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- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  adalah  karena

Tergugat memiliki sifat temperamental, sering marah-marah walaupun

hanya masalah sepele dan Tergugat juga sering keluar malam;
- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sekarang  sudah  berpisah  tempat

tinggal  sejak  bulan  Juli  2017,  karena ditangkap polisi  karena kasu

narkoba dan telah divonis 5 tahun 2 bulan penjara;
- Bahwa  yang  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  adalah

Tergugat;
- Bahwa  saksi  pernah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

         Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya

berupa apapun lagi  di  persidangan,  dalam kesimpulannya Penggugat

memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan

semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka

untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup

menunjuk  berita  acara  persidangan  tersebut  sebagai  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  dari  gugatan  Penggugat

adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa pokok masalah perkara ini  adalah cerai  gugat,

yaitu Penggugat  memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh

talak  satu  bain  sughra  Tergugat  terhadap  Penggugat,  dengan

mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri yang sah, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi seperti semula , selalu

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabakan Tergugat memiliki sikap

temperamental  yang  tinggi  yang  mengakibatkan  antara  Penggugat  dan

Tergugat berpisah tempat tinggal  sejak April  2018 yang lalu, yang secara

lengkap  telah  termuat  dalam  surat  gugatan  Penggugat  yang  telah

dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi

sebagaimana  sebuah  surat  gugatan,  sehingga  perkaranya  dapat

dipertimbangkan;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya

perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan nomor 50 tahun 2009, dan juga

tidak  dapat  mewajibkan  para  pihak  untuk  menempuh  mediasi,  sesuai

dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak

pernah  datang menghadap persidangan,  akan tetapi  Majelis  Hakim telah

berusaha  menasihati  Penggugat  agar  ia  dapat  kembali  rukun  membina

rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  atau  wakilnya  tidak  pernah  hadir  di

persidangan  dan  ketidakhadirannya  itu  tidak  disebabkan  adanya  alasan

yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan

menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  surat  (bukti  P)  berupa

Kutipan  Akta  Nikah  yang  diajukan  Penggugat  di  persidangan,  harus

dinyatakan  terbukti  hubungan  hukum antara  Penggugat  dengan  Tergugat

terikat  dalam pernikahan yang sah,  sehingga Penggugat  mempunyai  hak

untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  juga  telah  menghadirkan  2  (dua)

orang  saksi  di  persidangan  untuk  menguatkan  kebenaran  alasan

gugatannya,  yang  mana  dari  keterangan  para  saksi  tersebut  saling

bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keadaan

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  karena  Tergugat  mempunyai  sifat

temperamental  yang  tinggi,  suka  marah  kepada  Penggugat  yang

mengakibatkan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal

sejak   Juli   2017,  maka  secara  formal  keterangan  saksi  dapat  dijadikan

sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  istilah  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam

rumah tangga sebagaimana tersebut  dalam ketentuan Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum  adalah  mengandung  makna  abstrak  yang  substansinya  adalah

ketidak  rukunan  atau  ketidakharmonisan  antara  suami-istri  dalam  rumah

tangga.  Oleh  karena  itu  perselisihan  dan  pertengkaran  suami  istri  dalam
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rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan

tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan

yang  tampak  dalam  bentuk  indikasi-indikasi  perselisihan,  seperti  antara

suami istri  terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak

saling memperdulikan lagi, atau suami-istri  tersebut masih serumah tetapi

tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain sebagainya;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  cukup  memperoleh  bukti

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,

telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  Tergugat  memiliki  sifat

temperamental  yang  tinggi  sehingga  sering  marah  kepada  Penggugat,

kemudian Tergugat ditangkap polisi dalam kasus narkoba dan telah divonis 5

tahun dan 2 bulan penjara   yang mengakibatkan antara Penggugat  dan

Tergugat  berpisah  tempat  tinggal  sejak  Juli  2017   yang  menyebabkan

perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  utuh  lagi,  telah  pecah

(broken marriage), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali

dalam membina rumah tangga (onheel baar tweespalt);

Menimbang,  bahwa  meskipun  demikian,  ketika  kondisi  perkawinan

tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu

pihak  untuk  melanggengkan  rumah  tangga  hingga  berakibat  kepada

kehidupan  yang  menyengsarakan  bagi  salah  satu  pihak  atau  keduanya,

maka  hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah,

dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal

itu akan  berakibat kemafsadatan atau  mudlarat yang lebih besar dari pada

manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

المفا       درء المصالح جلب على مقدم سد

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/

memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  Majelis  Hakim  perlu

mengetengahkan  pendapat  ulama  dalam  Kitab  Ghoyatul  Maram  Lis

Syaihil Majedi,  yang berbunyi  sebagai berikut :

اذا           دتشا مدع ةبغر ةجوزلا اهجوزل قلط هيلع ىضاقلا ةقلط
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Artinya:  “Apabila  isteri  telah  memuncak  kebenciannya  terhadap

suaminya, Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak

satu”;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  untuk  memenuhi  Pasal  84  ayat  (1) dan  (2)

Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang

Undang nomor 3 tahun  2006  dan  nomor  50 tahun  2009  kepada Panitera

diperintahkan  agar  mengirimkan  salinan  putusan  ini  setelah  berkekuatan

hukum  tetap  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  yang  wilayahnya  meliputi

tempat  tinggal  Penggugat  dan  Tergugat  serta  Pegawai  Pencatat  Nikah

tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat

dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  masuk  dalam  bidang

perkawinan,  maka  sesuai  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7

Tahun  1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-undang  Nomor  50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan

dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil  dengan resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat

(xxx);

4.  Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

            Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan

Majelis  Hakim  yang  dilangsungkan  pada hari  Rabu  tanggal   10  Oktober

2018 Miladiyah, bertepatan tanggal 1 Sofar 1440 Hijriyah, oleh Dr.  H. Sukri

HC.,  M.H.  sebagai  Ketua Majelis,  Drs.  H.  Arifin,  S.H.,  M.H..  dan Drs.  H.

Ahmad  Syaukani  masing-masing  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan  dalam  sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
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Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil  Anwar,

S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

dan dan tanpa hadirnyaTergugat:

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. SUKRI, HC., M.H.

    Hakim Anggota,                                      Hakim Anggota,

                          ttd                                                            ttd

        Drs. H. ARIFIN, S.H.,M.H.                    Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

ttd

FAIDIL ANWAR, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :
-  Biaya Pendaftaran Rp.      30.000,00
-  Biaya Proses Rp.      50.000,00
-  Biaya Panggilan Rp.    210.000,00
-  Redaksi Rp.        5.000,00
-  Meterai                                                          Rp  .          6.000,  00
         J u m l a h Rp.    301.000,00
                                                            Salinan sesuai aslinya
                                                            Tenggarong, 10 Oktober 2018
                                                            Panitera,

                                                            RUMAIDI, S.Ag.
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